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Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan hutan adat. Tulisan
ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat
hukum adat (MHA) Serampas dalam upaya pelestarian hutan. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data meliputi wawancara mendalam dengan pemilihan
informan secara purposive sampling, pengamatan lapangan dan diskusi kelompok terarah. Analisis
data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu data
sekunder maupun data primer. Setelah itu kondensai data, memaparkan data dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan sistem pembagian lahan “Ajum Arah” masyarakat
mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam
upaya pelestarian hutan adat dapat dilakukan secara optimal. Bentuk pemberdayaan dilakukan melalui
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terdiri dari empat unit usaha. Melalui unit usaha Bumdes,
MHA Serampas dapat memanfaatkan hutan adat dengan program “pohon asuh”, wisata alam,
pemanfaatan air dengan adanya mikrohidro, dan mengoptimalkan lahan yang dimiliki dengan sistem
agroforestry. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan jenis unggulan kopi dan
kayu manis, tanpa merusak hutan adat.

Kata kunci: Masyarakat hukum adat, Serampas, Pemberdayaan

1. PENDAHULUAN Dengan adanya penetapan hutan adat
menjadi semangat baru bagi masyarakat hukum
Indonesia memiliki banyak kebudayaan adat (MHA) untuk mengelola dan
termasuk didalamnya pengetahuan tradisional memanfaatkan hutan adatnya (D. C. Hidayat,
yang khas dalam mengelola sumberdaya alam. Surati, Sakuntaladewi, Sylviani, & Ariawan,
Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan 2020). Tujuan penetapan hutan adat adalah
pengelolaan suberdaya alam, kearifan lokal terciptanya fungsi ekologis hutan, manfaat
merupakan modal penting dalam ekonomi, dan fungsi sosial yang menopang
mempertahankan hutan adat (Rijal, 2013; kehidupan MHA.. Salah satu MHA yang telah
Ariyanto, Rachman, & Toknok, 2014, mendapatkan penetapan hutan adat adalah
Muhammad & Saharuddin, 2018). Hutan adat MHA Serampas Desa Rantau Kermas,
adalah hutan yang berada di dalam wilayah Kecamatan jangkat, Kabupaten Merangin,
masyaakat hukum adat. provinsi Jambi melalui surat keputusan (SK)
“Hutan adat” merupakan diskursus baru yang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
sudah satu dekade dikembangkan pemerintah ke 6741/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tanggal
dalam kebijakannya untuk mengenali kembali 28 Desember 2016.
dan mengakui hak ulayat atas wilayah yang Sejak dulu, sebelum NKRI terbentuk, MHA
masuk ke dalam teritori hukum adat suatu Serampas telah mengelola hutan dengan
masyarakat. Sehingga teritori mereka yang ada kearifan dan pengetahuan lokal. Ruang hidup
di dalam Kawasan Hutan pun dilepaskan dan bagi MHA Serampas terbagi menjadi lima yaitu
diberi kekuatan hukum yang tinggi. tanah ulu aek (tanah hulu air), tanah arai yang

memiliki kelerangan curam, tanah ulu aek,
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ngarai, keempat ruang tersebut dilindungi oleh
pranata adat, dan yang kelima tanah ajum arah
untuk lahan pertanian dan pemukiman (R.
Hidayat, 2021)..

Setelah  penetapan hutan adat dan
kembalinya hak MHA untuk mengakses, belum
membuktikan bahwa ikatan antara MHA dan
hutan adatnya sudah kembali secara de facto.
Perlu ditelaah apakah MHA telah melakukan
akses terhadap hutan adat, selain fungsi ekologis
yang harus diperhatikan, maka perlu juga
perlindungan ekonomi bagi MHA. Peran
pemerintah baik pusat maupun daerah sangat
diperlukan dalam keberhasilan MHA untuk
mengelola lahan seperti dalam memberikan
pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan
pemberdayaan (Nursidi, 2019; Surati, Hidayat,
Sylviani, Sumirat, & Ariawan, 2021).

Kawasan hutan adat yang memiliki kearifan
lokal perlu dipertahankan karena hal ini
merupakan suatu strategi dalam
mengembangkan pengelolaan hutan adat secara
berkelanjutan (Sylviani, Surati, Sakuntaladewi,
& Sumirat, 2020). Salah satu strategi untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga
dengan cara memanfaatkan fasilitasi lokal,
intensifikasi kearifan lokal, dan partisiapsi
masyarakat (Constantino et al., 2012).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah
satu kunci keberhasilan pengelolaan fungsi
hutan. Secara teori konsep pemberdayaan sulit
untuk dilaksanakan mengingat masyarakat
hutan memiliki pola tata ruang, infrastruktur dan
jaringan yang minim di mana mereka juga
memegang nilai-nilai konservatif yang sulit
diubah (Budi, Bambang, & Munawar, 2018).
Pemberdayaan merujuk pada pengertian
penguatan potensi yang dimiliki oleh
masyarakat adat, dengan melakukan reorientasi,
gerakan sosial, pengembangan institusi lokal
dan pengembangan kapasitas (Mulyadi, 2013).
Begitu juga yang dilakukan di MHA Serampas
yaitu dengan melakukan  pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Menurut Wiyono, Hidayat, & Oktalina,
(2020)  bentuk  strategi  pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dapat
memberikan manfaat ekonomi bagi anggota
kelompok antara lain (1) Strategi pengelolaan
kelembagaan melalui tata kelola kelembagaan
KTH yang kuat; (2) Strategi melalui penerapan
konsep pengelolaan berbasis sumber daya,
pengelolaan  berbasis  ekosistem,  dan
pengelolaan berbasis lanskap, dan (3) Strategi
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usaha pengelolaan hutan melalui penerapan
konsep ekowisata berbasis masyarakat.

Salah satu pengelolan hutan yang
memperhatikan  nilai  lingkungan  adalah
pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh
masyarakat hukum adat Serampasi. Setelah
adanya penetapan hutan adat, pemberdayaan
masyarakat mulai dilakukan secara terencana.
Penelitian yang dijadikan dasar dari tulisan ini
bertujuan untuk mengetahui bentuk
pemberdayaan  masyarakat hukum  adat
Serampas dalam upaya pelestarian hutan adat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
acuan pembelajaran para pihak baik itu
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,
agar dalam pelestarian hutan dapat melibatkan
masyarakat adat dengan  pemberdayaan
masyarakat sesuai kearifan lokal yang ada.

2. METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penellitian dilakukan di Masyarakat Hukum
Adat Serampas Desa Rantau Kermas,
Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi. Kegiatan penelitian
dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai
dengan bulan November 2021. Jumlah
responden sebanyak 40 orang, dengan jumlah
KK di Desa Rantau Kermas sebanyak 157 KK,
512 jiwa.

Alat dan Bahan:

Alat yang digunakan dalam kegiatan
penelitian ini adalah alat tulis kantor dan alat
perekam. Sedangkan bahan yang digunakan
adalah data-data penelitan baik primer maupun
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara  dengan  daftar  pertanyaan,
wawancara mendalam, focus group discussion
(FGD) dan pengamatan langsung keadaan
lingkungan masyarakat hukum adat Serampas.

Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualtitatif dengan strategi penyajian data
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara informan yang dipilih secara sengaja
(purposive sampling) dengan bantuan thematic
interview guidelines. pengamatan lapangan,
diskusi kelompok terarah (FGD), dan data
sekunder yang terkait dengan penelitian.

Kegiatan pengumpulan data dan analisis data
dilakukan secara simultan dengan model



interaktif melalui tiga alur kegiatan, yaitu

kondensasi data, display data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, &

Saldana, 2014).

1. Kondensasi data: proses memfokuskan,
menyederhanakan, meringkas dan
mentransformasi data yang telah didapatkan
dari hasil pengumpulan data.

2. Display data: kumpulan informasi yang
terorganisir untuk dilakukan penarikan
kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi
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Gambar 1. Analisis data dan model interaktif
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat Serampas

Masyarakat adat adalah suatu kelompok
masyarakat yang memiliki asal usul tertentu
(secara turun temurun) pada wilayah geografis
tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi,
ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah
sendiri. Masyarakat adat kemudian disebut
sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam
UUD 1945 dan peraturan perundangan, untuk
membedakan  dengan  masyarakat  desa
tradisional (Komnasham, 2016; Desmiwati &
Surati, 2018; Amalia, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No, 17 Tahun 2020
tentang hutan adat dan hutan hak, menyebutkan
bahwa MHA adalah kelompok masyarakat yang
secara turun temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada
asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial, dan hukum.

MHA Serampas terletak di Desa Rantau
Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi. Desa Rantau Kermas
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berbatasan dengan Desa Lubuk Mentilin di
sebelah utara, sebelah timur dengan Desa Pulau
Tengah, sebelah selatan dengan Kecamatan
Kepayang, dan sebelah barat dengan Desa
Tanjung Kasri. Jarak dari Desa Rantau Kermas
ke ibu kota Kecamatan Jangkat kurang lebih 26
km. Luas wilayah sebesar 67 km. Merupakan
daerah dataran tinggi dengan ketinggian 600-
1300 mdpl (BPS Kabupaten Merangin, 2020).

Hutan sebagai bagian dari wilayah hukum
adat serampas, sangat memiliki peranan penting
dalam kehidupan masyarakat adat serampas.
Untuk itu ada aturan-aturan yang dibuat khusus
dalam pemanfataan hasil hutan (KKI Warsi,
2016). Masyarakat serampas yang masih
memegang teguh adat-istiadatnya, sehingga
membuat minimnya pelanggaran  yang
dilakukan dalam pengelolaan hutan. Setiap
masyarakat dalam warga serampas dapat
mengelola hutannya. Untuk mengelola hutan
yang ada, masyarakat harus minta izin dulu
kepada ketua adat (depati) dan diadakan kenduri
adat.

Tanah ajum arah adalah sistem pembagian
lahan untuk MHA Serampas mengelola lahan
pertanian dan untuk pemukiman. Sumber
penghidupan masyarakat Desa Rantau Kermas
bergantung dari hasil perkebunan dan pertanian
seperti: kayu manis, kopi, cabe, padi, kentang,
ubi jalar. Mata pencaharian penduduk umumnya
sebagai petani, sebagian kecil berprofesi sebagai
pegawai negeri sipil dan tenaga honorer.

Umumnya masyarakat menerapkan sistem
agroforestri kopi dan kayu manis. Masyarakat
memiliki lahan garapan tersebut dari membuka
lahan sendiri, dan umumnya warisan dari orang
tua, dimana semua tanahnya merupakan tanah
adat, hanya ada 3,45% yang berasal dari
membeli. Luas rata-rata kepemilikan lebih dari
1 ha.

Motif masyarakat menanam kopi bukan
karena dorongan pasar semata, namun sebagai
kebanggan tersendiri dalam melestarikan tradisi.
Masyarakat menanam kayu manis selain sebagai
tanaman pelindung tanaman kopi, juga sebagai
opsi diversifikasi ekonomi pertanian. Sebagian
besar masyarakat Desa Rantau Kermas yang
telah berkeluarga menanam kopi (Surati et al.,
2021). Kopi pada awalnya hanya dinikmati oleh
masyarakat lokal saja, namun seiring tingginya
permintaan pasar, maka kopi kualitas premium
yang dijual hingga ke luar wilayah Rantau
Kermas.

Sampai dengan penelitian ini dilakukan,
masyarakat mengaku masih taat kepada aturan



adat. Aturan adat ditegakkan di tengah
masyarakat oleh seorang Depati payung,
sebutan untuk ketua lembaga adat MHA
Serampas. Pelanggaran terhadap aturan adat
yang ada di dalam kawasan adat sangat jarang

terjadi. Ada sanksi adat jika terjadi pelanggaran.

Gambar 2. Peta lokasi hutan adat MHA Serampas
Desa Rantau Kermas (Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi, 2021)

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya
Pelestarian Hutan

Hutan memiliki potensi yang sangat besar
termasuk ketersediaan tanaman produktif yang
memiliki potensi pasar yang tinggi. Diperlukan
suatu lembaga desa yang berbasis sumber daya
hutan untuk  meningkatkan  pendapatan
masyarakat hutan. Masyarakat sekitar hutan
pada dasarnya adalah tipikal masyarakat terbuka
yang sangat menjunjung tinggi kelestarian
sumber daya hutan dan memiliki modal sosial
yang kuat (Sylviani, Suka, Surati, & Kurniasari,
2020). Oleh karena itu, mereka membutuhkan
intervensi dalam mengubah pola pikir orientasi
hidup mereka dan mediasi dari pihak eksternal
yang terkait dengan permodalan, pemasaran,
dan pengetahuan tentang budidaya (Budi et al.,
2018).

Hutan adat di MHA Serampas Desa Rantau
Kermas telah ditetapkan oleh  Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No.
SK.  6741/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016
tanggal 28 Desember 2016 dan secara resmi
dicantumkan dalam peta kawasan hutan dengan
luasan 24 ha merupakan kawasan hutan pada
Taman Nasional Kerincin Seblat (TNKS) dan
diluar kawasan/areal penggunaan lain (APL)
seluas 104 ha.
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Tujuan penetapan hutan adat adalah
terciptanya fungsi ekologis hutan, manfaat
ekonomi, dan fungsi sosial yang menopang
kehidupan MHA. Hutan sebagai bagian dari
wilayah hukum adat serampas, sangat memiliki
peranan penting dalam kehidupan masyarakat
adat serampas. Berbagai upaya dilakukan oleh
lembaga adat dan pemerintah Desa Rantau
Kermas agar kesadaran masyarrakat akan
kelestarian hutan adat sangat penting. Upaya
pelestarian  dengan cara  pemberdayaan
masyarakat, yaitu dengan dibentuknya Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes), yang diberi nama
Bumdes Alam Depati Payung.

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya
pelestarian hutan baru dilakukan setelah adanya
penetapan hutan adat. Sebelum dilakukan
penetapan, pengelolaan hutan adat sesuai
dengan aturan adat yang ada tanpa dukungan
dari berbagai pihak. Setelah penetapan,
pemerintah daerah, berbagai kementerian dan
lembaga banyak berperan, baik dalam hal
pelatihan, patroli bersama kawasan hutan,
pengembangan mikrohidro, pembuatan tracking
di hutan adat, pengembangan wista alam, juga
bantuan alat pengolah  kopi.Dari  hasil
wawancara dapat dilihat perbedaan antara
sebelum penetapan dan setelah penetapan,
dimana dimulainya pemberdayaan msyarakat
(Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan sebelum dan sesudah
pemberdayaan masyarakat (Data primer, 2021)

Bentuk Sebelum Setelah
pemberday Penetapan HA Penetapan
aan Hutan Adat
Pemberday Belum Mulai
aan dilakukan dilakukan
masyarakat pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
dengan
penataan
kelembagaan
Bumdes
Pengolaha  Kopi diolah - Dibentuk
n Serampas dengan unit usaha
coffee sederhana - Dibuat KTH,
KWT yang
khusus
mengelola
kopi
- Dibuat brand
untuk
meluaskan




pemasaran selama 24
kopi jam
- Dilakukan - Pelatihan
pelatihan tenaga
anggota mekanik
KTH dan untuk
KWT mengelola
- Beberapa PLTMH
kementerian - Dibentuk
dan lembaga unit usaha
menyumban Pengemba  Wisata alam - Pengemban
g alat ngan yang ada gan wisata
pengolahan ekowisata  hanya Danau alam
kopi Depati IV diantaranya
Pengelolaa  Pengelolaan - Pengelolaan adalah
n hutan hutan sesuai hutan adat danau
adat dengan aturan sesuai Depati 1V,
lembaga adat dengan lubuk
aturan larangan,
lembaga wisata alam
adat dan di hutan
mendapat adat,
dukungan pembangun
dari para an home
pihak stay
- Dibentuk - Dibentuk
kelompok unit usaha
pengelola - Dibuat
hutan adat kelompok
(KPHA) sadar wisata
- Dibentuk untuk
unt usaha pengelolaan
- Adanya dan
pengembang pengemban
an gan
pengelolaan ekowisata
hutan adat di MHA
dengan Serampas
berbagai Desa
macam Rantau
program Kermas
Revitalisas Adanya - Revitalisasi
i pembangkit pembangkit Pemberdayaan masyarakat Desa Rantau
Pembangki listrik tenaga listrik tenaga Kermas melalui Bumdes, berdampak pada
t Listrik mikrohidro mikrohidro kelestarian ekologi hutan adat terjaga,dan
Tenaga secara dengan masyarakat sejahtera. Dengan adanya Bumdes,
Mikrihidro  sederhana kapasitas pemberdayaan masyarakat lebih optimal di
(PLTMH)  dengan 39.500 watt MHA Serampas Desa Rantau Kermas terbagi
kapasitas yang dapat kedalam empat unit usaha, yaitu :
12000 watt memenuhi 1. Unit usaha Serampas coffee
kebutuhan Kopi menjadi salah satu komoditas. yang
masyarakat diunggulkan MHA Serampas, kopi juga
Desa Rantau merubah banyak imej Desa Rantau Kermas.
Kermas Diantaranya merubah citra desa yang penuh
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mistis, menjadi desa penghasil kopi. Juga



dikembangkan citra pemberdayaan lahan
masyarakat melalui tanam kopi, yang
hasilnya nanti dapat dijual ke Bumdes.
Masyarakat juga terlibat dalam pengolahan
dan penjualan kopi,dengan dibentuknya
kelompok tani hutan (KTH) dan kelompok
wanita tani (KWT). Bahkan KWT sudah
mulai merencanakan untuk mengeluarkan
brand kopi tersendiri.

KWT Hutan Lestari, salah satu kelompok
tani di MHA Serampas Desa Rantau Kermas
dengan  semua  anggotanya  adalah
perempuan, Pemberdayaan  masyarakat
dengan peran perempuan di MHA Serampas
menjadi salah satu kekuatan penting dalam
pengelolaan hutan adat dan pengembangan
ekonomi masyarakat. Ketelitian dan kualitas
kontrol yang baik dalam pengolahan kopi
menjadi dasar kenapa KWT diberikan
tanggung jawab untuk mengelola unit usaha
Serampas coffee.

Desa Rantau Kermas kini mulai dikenal
sebagai penghasil kopi robusta premium
Kopi Serampas. Kopi juga sebagai pengikis
julukan “black magic” Desa Rantau Kermas,
karena dengan tamu yang berkunjung dan
menyuguhkan kopinya sendiri, maka tamu
percaya bahwa tidak ada “black magic” yang
dibuat oleh MHA Serampas Rantau Kermas.

Sebelum adanya pemberdayaan,
masyarakat kesulitan dalam menjual kopi,
karena akses pasar yang kurang. Saat ini,
masyarakt menjual kopi ke Bumdes dalam
bentuk “kopi cherry merah”, karena dinilai
menguntungkan. Harga kopi cherry merah,
yang masih ada kulitnya adalah Rp. 4000/kg.
Jadi masyarakat setelah memanen kopi bisa
langsung menjualnya ke Bumdes setiap hari
selasa, rabu, dan kamis. Harga kopi “asalan”,
kopi campur yang telah dikupas sebesar Rp.
20.000/kg. Sedangkan kopi dengan kualitas
bagus sebesar Rp. 35.000/kg.

Sebelum pandemic covid-19, Bumdes
menjual kopi yang telah diterima dari
masyarakat ke PT. Sari Tirta Indonesia
sebanyak 1.5 ton per bulan, dengan harga
jual Rp. 45.000/kg. Saat ini kopi yang telah
diterima Bumdes dari masyarakat, dikemas
dan dipasarkan sendiri ke supermarket di
kota kabupaten dan provinsi, juga ke rumah
kopi.

2. Unit usaha hutan adat
Hutan adat bagi MHA Serampas sebagai
penyangga sistem kehidupan. Masyarakat
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paham bahwa dengan menjaga hutan adat,
maka akan memiliki cadangan air yang
melimpah untuk keperluan hidup sehari-hari,
irigasi pertanian, penyedia bahan obat-
obatan, hasil hutan bukan kayu yang
dimanfaatkan ~ untuk  kerajinan  dan
pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Walaupun masyarakat dapat mengambil
hasil hutan bukan kayu (HHBK) di kawasan
hutan adat, tetapi kepatuhan MHA Serampas
Desa Rantau Kermas terhadap aturan-aturan
dan sanksi adat sangat tinggi. Sehingga
masyarakat jarang memanfaatkan HHBK
dari hutan adat, karena menurut pemahaman
mereka, bahwa hutan adat harus dijaga dan
dilindungi.

Pengelola hutan adat di MHA Serampas
tergabung dalam kelompok pengelola hutan
adat (KPHA), berbagai program dilakukan
dalam upaya kelestarian yang berkelanjutan
dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Dengan harapan masyarkat sejahtera dan
hutannya lestari. Salah satu program dengan
pendampingan dari KKI Warsi adalah
“pohon asuh”, yaitu skema donasi yang
bersifat suka rela. Siapapun boleh ikut
program “pohon asuh dengan nilai Rp.
200.000,-/pohon/tahun. Hasil donasi pohon
asuh dialokasikan dengan perbandingan 60%
untuk pembangunan desa, dan 40% untuk
pengelolaan hutan adat.

Di hutan adat juga di kembangkan sarana
dan prasarana untuk menunjang wisata alam,
diantaranya pembuatan gazebo, pembuatan
spot foto, jembatan tracking, dan jalur
tracking.

3. Unit usaha PLTMH

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro
(PLTMH) sangat bermanfaat bagi MHA
Serampas Desa Rantau Kermas, karena dapat
memenuhi kebutuhan listrik seluruh desa
selama 24 jam, juga menjadi pengungkit
perekonomian desa. Pemberdayaan juga
terus ditingkatkan dengan adanya PLTMH,
masyarakat melakukan kegiatan kerajinan,
jahit-menjahit, menggerakan mesin-mesin
pengolah kopi di rumah kopi Serampas.

4. Unit usaha ekowisata
MHA  Serampas juga membentuk
kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk
pemberdayaan masyarakat dibidang wisata.
Banyak potensi yang dimiliki oleh MHA
Serampas Desa Rantau Kermas yang dapat di



eksplore lebih luas lagi, diantaranya adalah:
pembuatan jalan wista di hutan adat, wisata
lubuk larangan, wisata danau Depati Alam
IV, dan wisata budaya yang dimilik.

Pengelolaan hutan adat setelah penetapan
hutan adat semakin baik, kesadaran masyarakat
juga semakin tinggi untuk menjaga lingkungan
dan kawasan hutan adat. Hal ini di dorong juga
oleh kepentingan masyarakat akan kondisi
lingkungan yang baik, MHA Serampas Desa
Rantau Kermas sadar, kalau tidak menjaga
hutan dan lingkungan dengan baik, maka akan
terjadi bencana alam (Surati et al., 2021).

Dalam pemberdayaan masyarakat selalu
melibatkan lembaga adat. Masyarakat sangat
patuh  dengan aturan adat, sehingga
memudahkan program pemberdayaan
masyarakat. Hal ini menjadi potensi yang tinggi,
sehingga diharapkan akan ada program-program
pemberdayaan masyarakat lainnya yang di
inisiasi oleh Pemerintah Daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan hutan adat setelah penetapan
hutan adat semakin baik, kesadaran masyarakat
juga semakin tinggi untuk menjaga lingkungan
dan kawasan hutan adat. Juga dilakukan
pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes,
maka harapan MHA Serampas agar hutan
terjaga dan lestari serta masyarakat sejahtera
dapat terpenuhi. Bentuk pemberdayaan melalui
pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes) menjadi solusi yang tepat dalam
upaya pelestarian hutan dan peningkatan
ekonomi masyarakat. Bumdes yang ada di MHA
Serampas terdiri dari empat unit usaha, yaitu
unit usaha Serampas coffee, unit usaha hutan
adat, unit usaha pembangkit listrik tenaga
mikrohidro, unit usaha ekowisata. Masing-
masing unit mempunya program pemberdayaan
masyarakat dengan arahan dari Kepala Desa dan
Ketua Adat.

Potensi yang ada pada MHA Serampas
Desa Rantau Kermas sangat besar, oleh karena
itu diharapkan agar kerjasama antara pemerintah
daerah, pemerintah desa dan Bumdes lebih
ditingkatkan. Pemerintan Daerah Kabupaten
Merangin agar lebih peduli dengan MHA
Serampas Desa Rantau Kermas, mendukung
program-program yang telah direncanakan, baik
secara anggaran ataupun peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia.
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